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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI 

PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN IZIN PENGAMBILAN 

TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI  

UNDANG-UNDANG DI DALAM NEGERI 

(Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk) 

 

Oleh 

RIZKI DAVA TRANS PRATAMA 

 

Salah satu perkara tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam 

negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah Putusan Nomor: 

35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, dengan terdakwa Korporasi yaitu PT Seni Kayu 

Indonesia, yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama Yosep Ali Purnama. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi pelaku tindak pidana 

mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang 

di dalam negeri pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk.  Apakah pidana 

denda yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan 

izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam 

negeri telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber terdiri dari 

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan 

izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam 

negeri dalam Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan 

yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa 

terbukti melanggar Pasal 96 Ayat (2) huruf c jo. Pasal 24 huruf c Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Pertimbangan filosofis yaitu pidana denda terhadap korporasi dinilai lebih efektif 

dan bermanfaat dalam memberikan penerimaan bagi negara karena atas 

pembayaran denda dari terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim 

mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan  

terdakwa.  Berdasarkan  pada beberapa pertimbangan tersebut maka majelis hakim 
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Rizki Dava Trans Pratama 

menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak 

pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-

undang di dalam negeri telah sesuai dengan teori relatif dalam tujuan pemidanaan, 

karena pada dasarnya pidana tidak hanya sebagai pembalasan dan memberikan efek 

jera kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya melalui penjatuhan pidana 

penjara, tetapi bertujuan sebagai pembinaan dan perbaikan terhadap pelaku agar 

tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. 

 

Saran dalam penelitian ini diharapkan Hakim dalam menangani perkara korporasi 

yang mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-

undang di dalam negeri hendaknya dapat menjatuhkan pidana yang maksimal 

terhadap korporasi. Hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan berpotensi 

merusak sumber daya hutan yang ada di Indonesia dan mengakibatkan kerugian 

terhadap negara. Tujuan pemidanaan dapat dioptimalkan oleh hakim dengan 

menjatuhkan pidana denda yang lebih maksimal terhadap terhadap korporasi 

sebagai pelaku tindak pidana, mengingat tindak pidana pengambilan tumbuhan liar 

yang tidak dilindungi undang-undang merupakan tindak pidana yang merugikan 

negara dan berpotensi merusak lingkungan hidup 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Korporasi, Tumbuhan Liar. 
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MOTTO 

 

 

 

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah 

selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”  

(Q.S. Al Insyirah : 6 - 8)  

 

“Berbuat baiklah kepada semua orang”  

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Dengan segala kerendahan hati,  

penulis persembahkan skripsi ini kepada: 

 

Kedua Orang Tua Tercinta 

Bapak Asdizal dan Ibu Titi Andayani. 

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga 

 

Adek - Adek  Tersayang 

Alya Pilars Ayu Rahmadini 

Asyfa Media Kaysa Putri 

 

Almamater Tercinta  

Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

SAN WACANA 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Denda terhadap Korporasi 

Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Izin Pengambilan Tumbuhan Liar yang Tidak 

Dilindungi Undang-Undang di Dalam Negeri” (Studi Putusan Nomor: 

35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai 

pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas 

Lampung 

2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

4. Ibu Maya Shafira, S.H. M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran 

yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi 



 12 

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, selaku 

Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses 

bimbingan sampai dengan selesainya skripsi 

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku sebagai Penguji Utama, atas 

masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini 

7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas 

masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini 

8. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, atas bantuan 

dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi 

9. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan dan informasi 

selama pelaksanaan penelitian ini 

10. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan 

motivasi kepada penulis selama menempuh studi 

11. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada 

penulis selama menempuh studi 

12. Terima kasih buat Dilla yang telah menemani dan membantu semuanya 

13. Terima kasih juga buat yang telah menemani Andika, Repo dan Kipe 

14. Terima kasih juga buat anak-anak 20: Abun, Aidil, Aji, Abi, Atung, Popoy, Eci 

Lopli, Bintang, Andi dan Dimas 

15. Terima kasih Teman KKN: Pina, Kordes, Tayo, Wahyu, Lola, Jessica dan Pira 

16. Terima kasih buat Teman Rumah Demong: Ipan, Rama, Dhowi, Nabil, Danhel, 

Nanta, Perto dan Epan. 

17. Terima kasih buat Teman SMA: Sandi, Ayu, Zam, Azel, Dela, Suliwa dan 

Marsha 



 13 

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan 

dukungan dan bantuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan, 

sampai dengan penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini. 

 

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan 

kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat. 

Bandar Lampung,     Januari 2024 

Penulis 

 

 

 

Rizki Dava Trans Pratama 

 

 

 

  



 14 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................................  1 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  .........................................................  7 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ...........................................................  8 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..........................................................  9 

E. Sistematika Penulisan .............................................................................  13 

 

II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana  ..........................................  15 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .......................  18 

C. Tindak Pidana Pemindahtanganan Izin Pengambilan di  

Dalam Negeri Tumbuhan Liar yang Tidak Dilindungi  

Undang-Undang ......................................................................................  26 

 

D. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana  ...................................................  31 

E. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  ...................  35 

 

III  METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah ................................................................................  37 

B. Sumber dan Jenis Data ............................................................................  37 

C. Penentuan Narasumber............................................................................  38 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ........................................  39 

E. Analisis Data ...........................................................................................  39 

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Denda  

terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Izin  

Pengambilan Tumbuhan Liar yang Tidak Dilindungi Undang- 

Undang di Dalam Negeri pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/ 

2022/PN.Tjk ............................................................................................  40 



 15 

 

B. Pidana Denda yang Dijatuhkan Hakim terhadap Korporasi Pelaku  

Tindak Pidana Mengalihkan Izin Pengambilan Tumbuhan Liar  

yang Tidak dilindungi Undang-Undang di Dalam Negeri Berdasarkan  

Tujuan Pemidanaan .................................................................................  66 

 

V   PENUTUP 

A. Simpulan  ................................................................................................  77 

B. Saran  .......................................................................................................  78 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pelmbelrlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan 

Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan di ldasarkan pada pelrti lmbangan bahwa hutan 

selbagai l karuni la dan anugelrah Tuhan Yang Maha Elsa yang di lamanatkan kelpada 

bangsa Ilndonelsi la, melrupakan kelkayaan yang di lkuasai l olelh nelgara dan melmbelri lkan 

manfaat bagi l umat manusi la yang waji lb di lsyukuri l, di lkellola, dan di lmanfaatkan 

selcara opti lmal selrta di ljaga kellelstari lannya untuk selbelsar-belsarnya kelmakmuran 

rakyat selbagai lmana di lnyatakan dalam Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubli lk 

Ilndonelsi la Tahun 1945. Pelmanfaatan dan pelnggunaan kawasan hutan harus 

di llaksanakan selcara telpat dan belrkellanjutan delngan melmpelrti lmbangkan fungsil 

elkologi ls, sosilal, dan elkonomi ls selrta untuk melnjaga kelbelrlanjutan bagi l kelhi ldupan 

selkarang dan kelhi ldupan gelnelrasi l yang akan datang  

 

Selhubungan delngan hal telrselbut korporasi l yang belrgelrak di l bi ldang pelngambi llan, 

pelngumpulan dan pelngolahan tumbuhan atau kayu dil dalam nelgelri l harus melmi lli lkil 

i lzi ln pelngambi llan/pelngumpulan di l dalam nelgelri l tumbuhan li lar yang tildak 

di llilndungi l undang-undang. Keltelntuan melngelnai l i lzi ln telrselbut di l atur dalam Pasal 

24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan 

Pelrusakan Hutan, bahwa selti lap orang di llarang:  
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a. Melmalsukan surat i lzi ln pelmanfaatan hasi ll hutan kayu dan/atau 

pelnggunaan kawasan hutan;  

b. Melnggunakan surat i lzi ln palsu pelmanfaatan hasi ll hutan kayu dan/atau 

pelnggunaan kawasan hutan; dan/atau  

c. Melmi lndahtangankan atau melnjual i lzi ln yang di lkelluarkan olelh peljabat 

yang belrwelnang kelcuali l delngan pelrseltujuan Melntelri l. 

 

Ancaman pi ldananya di latur dalam Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan, 

yai ltu: 

Korporasi l yang melmi lndahtangankan atau melnjual i lzi ln yang di lkelluarkan 

olelh peljabat yang belrwelnang kelcuali l delngan pelrseltujuan Melntelril 

selbagai lmana di lmaksud dalam Pasal 24 huruf c dilpi ldana delngan pi ldana 

pelnjara pali lng si lngkat 5 (li lma) tahun dan palilng lama 15 (lilma bellas) tahun 

selrta pi ldana delnda pali lng seldi lki lt Rp5.000.000.000,00 (li lma milli lar rupi lah) 

dan pali lng banyak Rp 15.000.000.000,00 (li lma bellas mi llilar rupi lah).  

 

 

Salah satu kasus ti lndak pi ldana pelmi lndahtanganan i lzi ln pelngambi llan di l dalam nelgelri l 

tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungi l undang-undang adalah Putusan Nomor: 

35/Pild.B/LH/2022/PN.Tjk, delngan telrdakwa Korporasi l yai ltu PT Selnil Kayu 

Ilndonelsi la, yang di lwaki lli l olelh Dilrelkturnya yang belrnama Yoselp Ali l Purnama. PT 

Selni l Kayu Ilndonelsi la telrbukti l selcara sah dan melyaki lnkan mellakukan ti lndak pi ldana 

pelmi lndahtanganan i lzi ln pelngambi llan di l dalam nelgelri l tumbuhan li lar yang tildak 

di llilndungi l undang-undang kelpada pi lhak lai ln, yai ltu saksi l Gelorgy Chelrelmi lsi ln. 

Sellanjutnya saksi l Gelorgy Chelrelmi lsiln mellakukan kelgi latan 

pelngambi llan/pelngumpulan di l dalam nelgelri l tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungil 

undang-undang delngan melngatasnamakan PT Selni l Kayu Ilndonelsi la.1 

 

Kronologi ls pelrkara i lni l adalah PT Selni l Kayu Ilndonelsi la yang di lwali lki l olelh Yoselp 

Ali l Purnama sellaku Di lrelktur, di ldi lri lkan pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 

melmulai l kelgi latan usaha di l bi ldang pelngambi llan/pelngumpulan di l dalam nelgelri l 

tumbuhan li lar yang ti ldak di llilndungi l undang-undang, delngan wi llayah 

pelngambi llan/pelngumpulan yai ltu Provi lnsi l Belngkulu dan Lampung. PT Selni l Kayu 

Ilndonelsi la melmbuka kantor cabang di l Provi lnsi l Lampung, teltapi l seljak Tahun 2019 

kelgi latan usaha PT Selni l Kayu Ilndonelsi la belrali lh kelpada saksi l Gelorgy Chelrelmi lsi ln. 

Pelmi lndahtanganan i lzi ln pelngambi llan di l dalam nelgelri l tumbuhan li lar yang ti ldak 

di llilndungi l undang-undang dari l Yoselp Ali l Purnama kelpada Gelorgy Chelrelmi lsi ln 

telrselbut di llakukan selcara ti ldak sah. Gelorgy Chelrelmi lsiln yang melngatasnamakan PT 

Selni l Kayu Ilndonelsi la dan mellakukan kelgi latan usaha di l Provi lnsi l Lampung, tellah 

mellakukan pelngambi llan/pelngumpulan pelngambi llan/pelngumpulan di l dalam nelgelri l 

 
1 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk 
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tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungi l undang-undang di l Kabupateln Pri lngselwu 

Provi lnsil Lampung, yai ltu di l Kelcamatan Margakaya dan Kelcamatan Gadi lng Reljo. 2 

 

 

Pada hari l Selni ln tanggal 22 Marelt 2021 Ti lm Pelngamanan Pelreldaran Hasi ll Hutan 

GAKUM KLHK belrsama-sama delngan Poli lsi l Kelhutanan Di lnas Kelhutanan 

Provi lnsil Lampung belrsama i lnstansi l telrkai lt lai lnnya yakni l Polda Lampung, 

Delntaselmeln Poli lsi l Mi lliltelr AD.IlIl/3 Lampung mellakukan pelnggelrelbelkan di l lokasil 

pabri lk PT. Selnil Kayu Ilndonelsi la dan di ltelmukan barang bukti l belrupa kayu jelni ls 

sonokelli lng selbanyak 274 (dua ratus tujuh puluh elmpat batang) delngan volumel 7,73 

M3 (tujuh koma tujuh puluh ti lga meltelr kubi lk) dan juga di ltelmukan adanya kayu 

sonokelli lng olahan selbanyak 1.141 (selri lbu selratus elmpat puluh satu) kelpi lng delngan 

jumlah volumel selbanyak 21,4792 M3 (dua puluh satu koma elmpat ri lbu tujuh ratus 

selmbi llan puluh dua meltelr kubi lk). 3  

 

 

Dakwaan Jaksa Pelnuntut Umum dalam pelrkara i lni l adalah dakwaan altelrnati lf 

selbagai l belri lkut: 

Tabel  Dakwaan Jaksa Pelnuntut Umum dalam Putusan Nomor: 35/Pild.B/LH  

2022/PN.Tjk 

 

No Alternatif Dakwaan 

 

1 Pertama Pasal 87 Ayat (4) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan 

Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan 

 

2 Kedua Pasal 98 Ayat (3) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan 

Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan 

 

3 Ketiga Pasal 96 Ayat (2) huruf c jo. Pasal 24 huruf c Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan 

Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan jo. Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 telntang Ci lpta Kelrja 

 

 

Tuntutan Jaksa Pelnuntut Umum dalam pelrkara i lni l adalah agar Majelli ls Haki lm 

melnjatuhkan pi ldana delnda telrhadap telrdakwa selbelsar Rp. 6.000.000.000,00 (elnam 

mi llilar rupi lah). Sellanjutnya Majelli ls Haki lm yang melnangani l pelrkara i lnil 

 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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melnjatuhkan pi ldana telrhadap telrdakwa yai ltu delnda selbelsar Rp. 5.000.000.000,00 

(li lma mi llilar rupi lah), karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungi undang-

undang di dalam negeri.l un  

 

Belrdasarkan urai lan di l atas maka i lsu hukum dalam pelnelli lti lan i lni l adalah pelnjatuhan 

pi ldana delnda selbelsar Rp. 5.000.000.000,00 (li lma mi llilar rupi lah). telrhadap telrdakwa 

korporasi l dalam pelrkara i lni l telrmasuk dalam pildana mi lnilmal selbagai lmana di lancam 

dalam Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang 

Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan Telrdakwa korporasi l yang 

di lwaki lli l olelh Dilrelkturnya Yoselp Ali l Purnama tildak di ljatuhi l pildana pelnjara, 

seldangkan ancaman pi ldana Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan melngatur 

ancaman pi ldana pelnjara pali lng si lngkat 5 (li lma) tahun dan pali lng lama 15 (li lma 

bellas) tahun. 

 

Haki lm i ldelalnya sellai ln melnjatuhkan pi ldana delnda selcara maksi lmal telrhadap 

telrdakwa dalam rangka mellaksanakan amanat Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Pelrusakan 

Hutan, dan melmbelri lkan elfelk jelra kelpada telrdakwa, teltapi l haki lm hanya 

melnjatuhkan pi ldana delnda mi lni lmal telrhadap telrdakwa. 

 

Putusan haki lm dalam pelrkara pi ldana melrupakan putusan yang di ljatuhkan haki lm 

seltellah melmelri lksa dan melngadi lli l suatu pelrkara pi ldana belrdasarkan delli lk yang 

telrcantum dalam surat dakwaan. Selorang haki lm dalam hal melnjatuhkan pi ldana 

kelpada telrdakwa ti ldak bolelh melnjatuhkan pi ldana telrselbut kelcuali l apabi lla delngan 
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selkurang-kurangnya dua alat bukti l yang sah, selhi lngga haki lm melmpelrolelh 

kelyaki lnan bahwa suatu ti lndak pi ldana belnar-belnar telrjadi l dan telrdakwalah yang 

belrsalah mellakukannya.4 

 

Produk putusan hakilm selsuai l delngan keltelntuan Pasal 195 Kiltab Undang-Undang 

Hukum Acara Pi ldana (KUHAP), sah dan melmpunyai l kelkuatan hukum apabi lla 

di lucapkan di l si ldang telrbuka untuk umum. Putusan yang di lbacakan olelh haki lm 

melrupakan belntuk tanggung jawab selorang haki lm kelpada Tuhan Yang Maha Elsa, 

pelncari l keladi llan, masyarakat, Pelngadi llan yang lelbi lh ti lnggi l. Untuk i ltu, putusan 

harus di lbacakan dalam si ldang pelngadi llan. Olelh karelna putusan melngandung 

pelrtanggungjawaban, maka acara pelmbacaan putusan harus di llakukan dalam 

si ldang telrbuka untuk umum dan Pelngadi llan belrkelwaji lban untuk melmbelri ltahukan 

kelpada masyarakat dan pi lhak-pi lhak yang belrpelrkara pelri lhal jadwal pelmbacaan 

putusan i ltu.  

 

Putusan haki lm yang kurang telpat akan belrdampak pada ti lmbulnya pandangan 

nelgati lf masyarakat telrhadap haki lm dan pelngadi llan. Relndahnya pandangan nelgati lf 

masyarakat telrhadap haki lm dapat di lhi lndari l delngan melmutus pelrkara selcara adi ll 

dan telli lti l, selhi lngga ti ldak melni lmbulkan kelselnjangan telrhadap suatu putusan. Haki lm 

dalam melmbuat putusan harus melmpelrhati lkan selgala aspelk di l dalamnya, yai ltu 

mulai l dari l pelrlunya kelhati l-hati lan selrta di lhi lndari l seldi lki lt mungkiln kelti ldakcelrmatan, 

bai lk belrsi lfat formal maupun matelri li ll sampai l delngan adanya kelcakapan telkni lk 

dalam melmbuatnya.  

 

 
4 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153 
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Pelnti lngnya putusan haki lm yang ildelal selsuai l delngan fungsi l hukum dalam 

kelhi ldupan masyarakat selbagai l alat untuk melnci lptakan keladi llan, keltelraturan, 

keltelntraman dan keltelrti lban, teltapi l juga untuk melnjami ln adanya kelpasti lan hukum. 

Pada tataran sellanjutnya, hukum di larahkan selbagai l sarana kelmajuan dan 

kelseljahtelraan masyarakat yang di lbelntuk atas keli lngi lnan dan kelsadaran ti lap-ti lap 

i lndi lvildu di l dalam masyarakat, delngan maksud agar hukum dapat belrjalan 

selbagai lmana di lci lta-ci ltakan olelh masyarakat i ltu selndi lri l, yakni l melnghelndaki l 

kelrukunan dan pelrdamai lan dalam pelrgaulan hi ldup belrsama.  

 

Hukum dilbelntuk atas keli lngi lnan dan kelsadaran tilap-ti lap i lndi lvi ldu dil dalam 

masyarakat, delngan maksud agar hukum dapat belrjalan selbagai lmana di lci lta-ci ltakan 

olelh masyarakat i ltu selndi lri l, yakni l melnghelndaki l kelrukunan dan pelrdamai lan dalam 

pelrgaulan hi ldup belrsama. Orang yang mellakukan ti lndak pi ldana akan 

melmpelrtanggungjawabkan pelrbuatan telrselbut delngan pi ldana selsuai l delngan 

kelsalahan atau ti lndak pi ldana yang di llakukannya.5 

 

Belrdasarkan urai lan di l atas maka akan pelnuli ls mellakukan pelnelli lti lan dan 

melnuangkannya kel dalam skri lpsi l yang belrjudul: “Anali lsi ls Pelnjatuhan Pildana 

Delnda telrhadap Korporasi l Pellaku Ti lndak Pi ldana Melngali lhkan Ilzi ln Pelngambi llan 

Tumbuhan Li lar Yang Ti ldak Di lli lndungi l Undang-Undang di l Dalam Nelgelri l” (Studil 

Putusan Nomor: 35/Pild.B/LH/2022/PN.Tjk) 

 

 

 

 

 
5 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. 

Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 23 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Pelrmasalahan 

 

Belrdasarkan latar bellakang di l atas, pelrmasalahan dalam pelnelli lti lan i lni l adalah 

selbagai l belri lkut:  

a. Bagai lmanakah dasar pelrti lmbangan haki lm dalam melnjatuhkan pi ldana delnda 

telrhadap korporasi l pellaku tilndak pi ldana melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan 

tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungil undang-undang di l dalam nelgelri l pada 

Putusan Nomor: 35/Pild.B/LH/2022/PN.Tjk?  

b. Apakah pi ldana delnda yang di ljatuhkan haki lm telrhadap korporasi l pellaku ti lndak 

pi ldana melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan tumbuhan lilar yang ti ldak di lli lndungil 

undang-undang di l dalam nelgelri l tellah selsuai l delngan tujuan pelmi ldanaan? 

 

2. Ruang Li lngkup Pelnelli lti lan  

Ruang li lngkup substansi l dalam pelnelli lti lan i lni l adalah hukum pi ldana formi ll delngan 

kaji lan melngelnai l dasar pelrti lmbangan haki lm dalam melnjatuhkan pi ldana delnda 

telrhadap korporasi l pellaku ti lndak pi ldana melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan tumbuhan 

li lar yang ti ldak di lli lndungi l undang-undang di l dalam nelgelri l dan kelselsuai lan putusan 

telrselbut delngan tujuan pelmi ldanaan. Ruang li lngkup lokasi l adalah Pelngadi llan 

Nelgelri l Kellas IlA Tanjung Karang dan ruang li lngkup waktu pelnelli lti lan adalah pada 

Tahun 2023. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Pelnelli lti lan  

Tujuan pelnelli lti lan i lni l adalah selbagai l belri lkut:  

a. Untuk melngeltahui l dasar pelrti lmbangan haki lm dalam melnjatuhkan pi ldana delnda 

telrhadap korporasi l pellaku tilndak pi ldana melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan 

tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungil undang-undang di l dalam nelgelri l pada 

Putusan Nomor: 35/Pild.B/LH/2022/ PN.Tjk  

b. Untuk melngeltahui l pi ldana delnda yang di ljatuhkan haki lm telrhadap korporasi l 

pellaku ti lndak pi ldana melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan tumbuhan li lar yang ti ldak 

di llilndungi l undang-undang dil dalam nelgelri l tellah selsuai l delngan tujuan 

pelmi ldanaan 

 

2. Kelgunaan Pelnelli lti lan  

Kelgunaan pelnelli lti lan i lni l telrdi lri l dari l kelgunaan telori lti ls dan prakti ls selbagai l belri lkut: 

a. Kelgunaan Telori lti ls 

Hasi ll pelnelli lti lan i lni l di lharapkan dapat belrguna untuk melmpelrkaya kaji lan i llmu 

hukum pildana, khususnya pelnjatuhan pi ldana telrhadap korporasi l pellaku ti lndak 

pi ldana pelmi lndahtanganan i lzi ln pelngambi llan di l dalam nelgelri l tumbuhan li lar 

yang ti ldak di lli lndungi l undang-undang. 

b. Kelgunaan Prakti ls  

Hasi ll pelnelli lti lan i lni l di lharapkan dapat belrguna selbagai l kontri lbusi l posi lti lf bagil 

pelnelgak hukum dalam melnjatuhkan putusan telrhadap korporasi l pellaku ti lndak 

pi ldana pelmi lndahtanganan i lzi ln pelngambi llan di l dalam nelgelri l tumbuhan li lar 

yang ti ldak di lli lndungi l undang-undang di l masa melndatang. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kelrangka Telori lti ls 

 

Kelrangka telori lti ls adalah abstraksi l hasi ll pelmi lki lran atau kelrangka acuan atau dasar 

yang rellelvan untuk pellaksanaan pelnelli lti lan hukum6. Belrdasarkan delfi lni lsi l telrselbut 

maka kelrangka telori lti ls yang di lgunakan dalam pelnelli lti lan i lni l adalah:  

a. Dasar Pelrti lmbangan Haki lm dalam Melnjatuhkan Pi ldana 

 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

telntang Kelkuasaan Kelhaki lman melnyatakan bahwa putusan di lambi ll belrdasarkan 

si ldang pelrmusyawaratan haki lm yang belrsi lfat rahasi la. Pasal 14 Ayat (2) 

melnyatakan bahwa dalam sildang pelrmusyawaratan, selti lap haki lm waji lb 

melnyampai lkan pelrti lmbangan atau pelndapat telrtuli ls telrhadap pelrkara yang seldang 

di lpelri lksa dan melnjadi l bagi lan yang ti ldak telrpi lsahkan dari l putusan. 

 

Melnurut Li lli lk Mulyadil, yai ltu putusan haki lm yang bai lk, mumpunil, dan selmpurna 

helndaknya putusan telrselbut dapat di lujil delngan elmpat kri ltelri la dasar pelrtanyaan (thel 

4 way telst), yakni l: 

1) Belnarkah putusanku i lni l? 

2) Jujurkah aku dalam melngambi ll putusan? 

3) Adi llkah bagi l pi lhak-pi lhak putusan? 

4) Belrmanfaatkah putusanku i lni l? 7  

 

Melnurut Ahmad Ri lfai l, putusan haki lm harus melmpelrti lmbangkan aspelk yang 

belrsi lfat yuri ldi ls, fi llosofi ls dan sosi lologi ls, selhi lngga keladi llan yang i lngi ln di lcapai l, 

 
6 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72 
7 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119. 
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di lwujudkan, dan di lpelrtanggungjawabkan dalam putusan haki lm adalah keladi llan 

yang belrori lelntasi l pada keladi llan hukum (lelgal justilcel), keladi llan moral (moral 

justilcel) dan keladi llan masyarakat (soci lal justi lcel).  

1) Aspelk yuri ldi ls melrupakan aspelk yang pelrtama dan utama delngan belrpatokan 

kelpada undang-undang yang belrlaku. Haki lm selbagai l apli lkator undang-undang 

harus melmahami l undang-undang delngan melncari l undang-undang yang 

belrkai ltan delngan pelrkara yang seldang di lhadapi l. Haki lm harus melni llai l apakah 

undang-undang telrselbut adi ll, ada kelmanfatannya atau melmbelri lkan kelpasti lan 

hukum ji lka di ltelgakkan selbab salah satu tujuan hukum i ltu unsurnya adalah 

melnci lptakan keladi llan. 

2) Aspelk fi llosofi ls melrupakan aspelk yang belri lnti lkan pada kelbelnaran dan keladi llan  

3) Aspelk sosi lologils melmpelrti lmbangkan tata ni llai l budaya yang hi ldup dil 

masyarakat  

Aspelk fi llosofi ls dan sosi lologi ls pelnelrapannya sangat melmelrlukan pelngalaman 

dan pelngeltahuan yang luas selrta kelbi ljaksanaan yang mampu melngilkuti l nillai l-

ni llai l dalam masyarakat yang telrabai lkan jellas pelnelrapannya sangat suli lt, selbab 

ti ldak melngi lkutil asas lelgali ltas dan tildak telri lkat pada si lstelm. Pelncatuman kelti lga 

unsur telrselbut ti ldak lai ln agar putusan di langgap dan adi ll dan di ltelri lma olelh 

masyarakat.8 

 

 

b. Telori l Tujuan Pelmi ldanaan 

 

Pelmi ldanaan adalah upaya yang sah yang di llandasi l olelh hukum untuk melngelnakan 

nelstapa pelndelri ltaan pada selselorang yang mellalui l prosels pelradi llan pi ldana telrbuktil 

selcara sah dan melyaki lnkan belrsalah mellakukan suatu tilndak pi ldana. Jadi l pi ldana 

belrbi lcara melngelnai l hukumannya dan pelmi ldanaan belrbi lcara melngelnai l prosels 

pelnjatuhan hukuman i ltu selndi lri l.9 

 

Telrdapat ti lga telori l yang belrkai ltan delngan tujuan pelmi ldanaan,selbagai l belri lkut: 

1) Telori l Absolut atau pelmbalasan 

Melnurut telori l i lni l pi ldana di ljatuhkan selmata-mata karelna orang tellah mellakukan 

suatu keljahatan atau ti lndak pi ldana. Pi ldana melrupakan suatu pelmbalasan yang 

mutlak dari l suatu pelrbuatan ti lndak pi ldana tanpa tawar melnawar. Pi ldana ti ldak 

 
8 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2018, hlm. 126-127. 
9 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 2012. 

hlm.32. 



 

 

11 

pelrnah di llaksanakan selmata-mata selbagai l sarana untuk melmpromosilkan tujuan 

atau kelbai lkan masyarakat. teltapi l dalam selmua hal harus di lkelnakan karelna 

orang yang belrsangkutan tellah mellakukan keljahatan. Melnurut telori l absolut atau 

pelmbalasan pi ldana melrupakan tuntutan mutlak, bukan hanya selsuatu yang 

pelrlu di ljatuhkan teltapi l mutlak melnjadi l suatu kelharusan kelrana hakelkat dan 

pi ldana adalah pelmbalasan. 

2) Telori l Rellati lf atau Tujuan 

Tujuan pi ldana bukanlah selkeldar rnellaksanakan pelmbalasan dari l suatu 

pelrbuatan jahat, teltapi l juga rnelrnpunyai l tujuan lai ln yang belrmanfaat, dalam artil 

bahwa pi ldana di ljatuhkan bukan karelna orang tellah belrbuat jahat, mellai lnkan 

pi ldana di ljatuhkan agar orang ti ldak mellakukan keljahatan. Melmi ldana harus ada 

tujuan lelbi lh lanjut dari lpada hanya melnjatuhkan pi ldana saja. Jadi l dasar 

pelmbelnaran pi ldana melnurut telori l rellati lf atau tujuan i lni l adalah telrleltak pada 

tujuannya. Tujuan pi ldana untuk melncelgah keljahatan i lni l dapat di lbeldakan antara 

prelvelnsi l khusus (spelci lal prelvelnti lon) delngan prelvelnsi l umum (gelnelral 

prelvelnti lon), prelvelnsi l khusus dilmaksudkan pelngaruh pi ldana telrhadap pi ldana 

hi lngga pelncelgahan keljahatan i lni l ilngi ln di lcapai l olelh pi ldana delngan 

melmpelngaruhi l ti lngkah laku telrpi ldana untuk ti ldak mellakukan ti lndak pi ldana. 

Telori l i lni l selpelrti l tellah di lkelnal delngan relhabi lli ltati lon thelory. Seldangkan prelvelnsi l 

umum dilmaksudkan pelngaruh pi ldana telrhadap masyarakat, arti lnya pelncelgahan 

keljahatan i ltu i lngi ln di lcapai l olelh pi ldana delngan melmpelngaruhi l ti lngkah laku 

masyarakat untuk ti ldak mellakukan ti lndak pi ldana.  

3) Telori l Ilntelgrati lf atau Gabungan 

Melnurut telori l i lni l pelmbelri lan pi ldana di l sampi lng selbagai l pelmbalasan dari l suatu 

ti lndak pi ldana yang di llakukan juga selbagai l usaha melncelgah di llakukannya 

ti lndak pi ldana. Sellai ln selbagai l pelmbalasan atas suatu ti ldak pi ldana, pi ldana 

di lbelri lkan untuk melmpelngaruhi l pelri llaku masyarakat umum delmi l pelrli lndungan 

masyarakat. Tujuan pi ldana dan pelmbelnaran pelnjatuhan pi ldana di l sampi lng 

selbagai l pelmbalasan juga di lakui l selbagai l pi ldana yang melmi lli lki l kelmanfaatan 

bai lk telrhadap i lndi lvi ldu maupun telrhadap masyarakat. Ajaran ilnil 

melngkondi lsi lkan  adanya kelmungki lnan untuk melngadakan si lrkulasi l telrhadap 

telori l pelmi ldanaan yang melngi lntelgrasi lkan belbelrapa fungsi l selkali lgus. Ti lmbulnya 

telori l gabungan atau ali lran i lntelgrati lf i lni l karelna adanya belrbagai l kellelmahan pada 

telori l pelmbalasan dan telori l tujuan. Dalam telori l ilni l tujuan pildana adalah untuk 

melncelgah keljahatan selhi lngga di ljatuhkan pi ldana yang belrat.10 

 

 

2. Konselptual  

Konselptual adalah susunan belrbagai l konselp yang melnjadi l fokus pelngamatan dalam 

pelnelli lti lan. Belrdasarkan pelngelrti lan telrselbut, maka batasan pelngelrti lan dari l ilsti llah 

yang di lgunakan dalam pelnelli lti lan i lni l selbagai l belri lkut:  

 
10 Ibid hlm.33-34. 
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a. Anali lsi ls adalah upaya untuk melmelcahkan suatu pelrmasalahan belrdasarkan 

proseldur i llmi lah dan mellalui l pelnguji lan selhi lngga hasi ll anali lsi ls dapat di ltelri lma 

selbagai l suatu kelbelnaran atau pelnyellelsai lan masalah11  

b. Dasar pelrti lmbangan haki lm adalah dasar-dasar yang di lgunakan olelh hakilm 

dalam melnellaah atau melncelrmati l suatu pelrkara selbellum melmutuskan suatu 

pelrkara telrtelntu mellalui l si ldang pelngadi llan.12 

c. Haki lm adalah aparat pelnelgak hukum yang belrfungsi l melmbelri lkan putusan 

telrhadap pelrkara yang di lajukan, di l mana dalam pelrkara pi ldana, hal i ltu ti ldak 

telrlelpas dari l si lstelm pelmbukti lan, yang pada pri lnsi lpnya melnelntukan bahwa suatu 

hak atau pelri lsti lwa atau kelsalahan di langgap tellah telrbukti l, di l sampi lng adanya 

alat-alat bukti l melnurut undang-undang.13  

d. Pellaku tilndak pi ldana adalah selti lap orang yang mellakukan pelrbuatan mellanggar 

atau mellawan hukum selbagai lmana di lrumuskan dalam undang-undang. Pellaku 

ti lndak pi ldana harus di lbelri l sanksi l delmi l telrpelli lharanya telrti lb hukum dan 

telrjami lnnya kelpelnti lngan umum.14 

e. Ti lndak pi ldana korporasi l yang melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan di l dalam nelgelri l 

tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungil undang-undang adalah pelrbuatan yang 

di lancam pi ldana Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan, bahwa 

Korporasi l yang melmi lndahtangankan atau melnjual i lzi ln yang di lkelluarkan olelh 

peljabat yang belrwelnang kelcuali l delngan pelrseltujuan Melntelri l selbagai lmana 

 
11 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.hlm. 54. 
12 Ahmad Rifai, Op.Cit. hlm.112 
13 Ibid, hlm.92. 
14 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  
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di lmaksud dalam Pasal 24 huruf c di lpi ldana delngan pi ldana pelnjara pali lng si lngkat 

5 (li lma) tahun dan pali lng lama 15 (lilma bellas) tahun selrta pi ldana delnda pali lng 

seldi lki lt Rp5.000.000.000,00 (li lma milli lar rupi lah) dan pali lng banyak Rp 

15.000.000.000,00 (li lma bellas mi lli lar rupi lah).  

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Skri lpsil i lni l dilsusun kel dalam lilma bab yang sali lng belrkai ltan antara satu bab delngan 

bab lai lnnya, delngan si lstelmati lka pelnuli lsan selbagai l belri lkut:  

I  PENDAHULUAN  

Belri lsi l pelndahuluan pelnyusunan skri lpsi l yang telrdi lri l dari l Latar Bellakang, 

Pelrmasalahan dan Ruang Li lngkup, Tujuan dan Kelgunaan Pelnelli lti lan, 

Kelrangka Telori l dan Konselptual selrta Si lstelmati lka Pelnuli lsan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Belri lsi l ti lnjauan pustaka dari l belrbagai l konselp atau kaji lan yang belrhubungan 

delngan pelnyusunan skri lpsi l yai ltu analilsi ls putusan haki lm telrhadap korporasi l 

pellaku ti lndak pi ldana pelmi lndahtanganan i lzi ln pelngambi llan di l dalam nelgelri l 

tumbuhan li lar yang ti ldak di llilndungi l undang-undang 

 

III  METODE PENELITIAN  

Belri lsi l meltodel yang di lgunakan dalam pelnelli lti lan, telrdi lri l dari l pelndelkatan 

masalah, sumbelr data, pelnelntuan narasumbelr, proseldur pelngumpulan dan 

pelngolahan data selrta anali lsi ls data.  
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IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Belri lsi l delskri lpsi l belrupa pelnyaji lan dan pelmbahasan data yang tellah di ldapat 

pelnelli lti lan, telrdi lri l dari l delskri lpsi l dan anali lsi ls melngelnai l dasar pelrti lmbangan 

haki lm dalam melnjatuhkan pi ldana delnda telrhadap korporasi l pellaku ti lndak 

pi ldana melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungil 

undang-undang di l dalam nelgelri l pada Putusan Nomor: 35/Pild.B/LH/2022/ 

PN.Tjk dan pi ldana delnda yang di ljatuhkan haki lm telrhadap korporasi l pellaku 

ti lndak pi ldana melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan tumbuhan li lar yang ti ldak 

di llilndungi l undang-undang di l dalam nelgelri l tellah selsuai l delngan tujuan 

pelmi ldanaan 

 

V PENUTUP  

Belri lsi l silmpulan yang di ldasarkan pada anali lsi ls hasi ll pelnelli lti lan dan 

pelmbahasan selsuai l delngan pelrmasalahan yang di lajukan. Sellai ln i ltu belri lsil 

belrbagai l saran yang di ltujukan kelpada pi lhak-pi lhak yang telrkai lt delngan 

pelnelli lti lan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Ti lndak pi ldana melrupakan pelngelrti lan dasar dalam hukum pildana. Ti lndak pi ldana 

melrupakan suatu pelngelrti lan yuri ldi ls, lai ln halnya delngan i lsti llah pelrbuatan jahat atau 

keljahatan. Selcara yuri ldi ls formal, tilndak keljahatan melrupakan belntuk ti lngkah laku 

yang mellanggar undang-undang pi ldana. Selti lap pelrbuatan yang di llarang olelh 

undang-undang harus di lhi lndari l dan barang si lapa mellanggarnya maka akan 

di lkelnakan pi ldana. Larangan-larangan dan kelwaji lban-kelwaji lban telrtelntu yang harus 

di ltaati l olelh selti lap warga nelgara waji lb di lcantumkan dalam undang-undang atau 

pelraturan pelmelri lntah.15 

 

Ti lndak pi ldana adalah kellakuan manusi la yang di lrumuskan dalam undang-undang, 

mellawan hukum, yang patut di lpildana dan di llakukan delngan kelsalahan. Orang yang 

mellakukan pelrbuatan pi ldana akan melmpelrtanggung jawabkan pelrbuatan delngan 

pi ldana apabi lla i la melmpunyai l kelsalahan, selselorang melmpunyai l kelsalahan apabi lla 

pada waktu mellakukan pelrbuatan di lli lhat dari l selgi l masyarakat melnunjukan 

pandangan normati lf melngelnai l kelsalahan yang di llakukan.16 

 

 
15 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 14. 
16 Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenadamedia 

Group, Jakarta, 2016, hlm. 26. 
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Ti lndak pi ldana adalah pelrbuatan mellakukan atau tildak mellakukan selsuatu yang 

melmi llilki l unsur kelsalahan selbagai l pelrbuatan yang di llarang dan di lancam delngan 

pi ldana, di l mana pelnjatuhan pi ldana pada pellaku adalah delmi l telrti lb hukum dan 

telrjami lnnya kelpelnti lngan umum. Tilndak pildana selbagai l pelrbuatan yang di llarang 

olelh suatu aturan hukum, larangan mana di lselrtai l ancaman (sanksi l) yang belrupa 

pi ldana telrtelntu, bagi l barang si lapa yang mellanggar aturan telrselbut. Telrdapat 3 (ti lga) 

hal yang pelrlu di lpelrhati lkan: 

1. Pelrbuatan pi ldana adalah pelrbuatan olelh suatu aturan hukum di llarang dan 

di lancam pi ldana. 

2. Larangan di ltujukan kelpada pelrbuatan (yai ltu suatu keladaan atau keljadi lan yang 

di ltilmbulkan olelh kellakuan orang), seldangkan ancaman pi ldana di ltujukan 

kelpada orang yang melni lmbulkan keljadi lan i ltu. 

3. Antara larangan dan ancaman pi ldana ada hubungan yang elrat, karelna antara 

keljadi lan dan orang yang melni lmbulkan keljadilan i ltu ada hubungan elrat pula. 

Keljadi lan ti ldak dapat di llarang ji lka yang melni lmbulkan bukan orang, dan orang 

ti ldak dapat di lancam pi ldana ji lka ti ldak karelna keljadi lan yang di lti lmbulkannya.17 

 

 

Ti lndak pi ldana melrupakan pelrbuatan yang di llarang olelh suatu aturan hukum, 

larangan mana di lselrtai l ancaman (sanksi l) yang belrupa pi ldana telrtelntu bagi l barang 

si lapa yang mellanggar larangan telrselbut”. Untuk melngeltahui l adanya ti lndak pi ldana, 

maka pada umumnya di lrumuskan dalam pelraturan pelrundang-undangan pi ldana 

telntang pelrbuatan-pelrbuatan yang di llarang dan di lselrtai l delngan sanksi l. Dalam 

rumusan telrselbut di ltelntukan belbelrapa unsur atau syarat yang melnjadi l ci lri l dari l 

larangan selhi lngga dapat di lbeldakan dari l pelrbuatan lai ln yang ti ldak di llarang.18 

 

Unsur-unsur ti lndak pi ldana (strafbaar feli lt) adalah: 

1. Pelrbuatan manusi la (posi ltilf atau nelgati lf, belrbuat atau ti ldak belrbuat atau 

melmbi larkan). 

2. Di lancam delngan pi ldana (statbaar gelstelld) 

 
17 Ibid, hlm. 27. 
18 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia 

Grafika, 2002 hlm. 27 
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3. Mellawan hukum (onrelchtmati lg) 

4. Di llakukan delngan kelsalahan (melt schuld i ln velrband staand) 

5. Olelh orang yang mampu belrtanggung jawab (toelrelkelni lngsvatoaar pelrson) 19 

 

Telrdapat unsur obyelkti lf dan unsur subyelkti lf dari l ti lndak pi ldana (strafbaar feli lt). 

Unsur Obyelkti lf telrdi lri l dari l: pelrbuatan orang, aki lbat yang kelli lhatan dari l pelrbuatan 

i ltu dan mungki ln ada keladaan telrtelntu yang melnyelrtai l pelrbuatan i ltu selpelrti l dalam 

Pasal 281 KUHP si lfat “opelnbaar” atau “di l muka umum”. Unsur subyelkti lf: orang 

yang mampu belrtanggung jawab, adanya kelsalahan (dollus atau culpa). Pelrbuatan 

harus di llakukan delngan kelsalahan. Adanya kelsalahan dapat belrhubungan delngan 

aki lbat dari l pelrbuatan atau delngan keladaan mana pelrbuatan i ltu di llakukan.20 

 

Pada umumnya melmi lli lki l dua unsur yakni l unsur subjelkti lf yai ltu unsur yang mellelkat 

pada di lri l si l pellaku dan unsur objelkti lf yai ltu unsur yang ada hubungannya delngan 

keladaan. Unsur-unsur pelrbuatan pi ldana adalah adanya pelrbuatan (manusi la), yang 

melmelnuhi l rumusan dalam undang-undang (syarat formi ll) dan belrsi lfat mellawan 

hukum (syarat matelri li ll). Unsur-unsur ti lndak pi ldana telrdi lri l dari l: 

1. Kellakuan dan aki lbat 

2. Hal i lkhwal atau keladaan telrtelntu yang melnyelrtai l pelrbuatan, melli lputi l: 

a. Unsur subyelkti lf atau pri lbadi l, yai ltu melngelnai l di lri l orang yang mellakukan 

pelrbuatan, mi lsalnya unsur pelgawai l nelgelri l yang di lpelrlukan dalam delli lk 

jabatan selpelrti l dalam pelrkara ti lndak pi ldana korupsi l.  

b. Unsur obyelkti lf atau non pri lbadi l, yai ltu melngelnai l keladaan di l luar si l pelmbuat, 

mi lsalnya Pasal 160 KUHP telntang pelnghasutan di l muka umum (supaya 

mellakukan pelrbuatan pi ldana atau mellakukan kelkelrasan telrhadap pelnguasa 

umum). Apabi lla pelnghasutan ti ldak di llakukan di l muka umum maka ti ldak 

mungki ln diltelrapkan pasal i lnil.21 

 

 
19 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.  
20 Ibid, hlm. 8.  
21 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016, 

hlm. 72. 
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Belrdasarkan urai lan di l atas maka di lkeltahui l bahwa ti lndak pi ldana melrupakan 

pelrbuatan mellakukan atau ti ldak mellakukan selsuatu yang melmi lli lki l unsur kelsalahan 

selbagai l pelrbuatan yang di llarang dan di lancam delngan pi ldana, di l mana pelnjatuhan 

pi ldana telrhadap pellaku adalah delmi l telrpelli lharanya telrti lb hukum dan telrjami lnnya 

kelpelnti lngan umum.  

 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

telntang Kelkuasaan Kelhaki lman melnyatakan bahwa putusan di lambi ll belrdasarkan 

si ldang pelrmusyawaratan haki lm yang belrsi lfat rahasi la. Ayat (2) melnyatakan bahwa 

dalam si ldang pelrmusyawaratan, selti lap haki lm waji lb melnyampai lkan pelrti lmbangan 

atau pelndapat telrtuli ls telrhadap pelrkara yang seldang di lpelri lksa dan melnjadi l bagi lan 

yang ti ldak telrpi lsahkan dari l putusan. 

 

Putusan haki lm atau putusan Pelngadi llan melrupakan aspelk pelnti lng dan di lpelrlukan 

untuk melnyellelsai lkan pelrkara pi ldana dan belrguna bagi l telrdakwa guna melmpelrolelh 

kelpasti lan hukum telntang statusnya dan selkali lgus dapat melmpelrsi lapakan langkah 

belri lkutnya telrhadap putusan telrselbut dalam arti l dapat belrupa melnelri lma putusan, 

mellakukan upaya hukum bandi lng, kasasi l dan grasi l. Pada pi lhak lai ln, apabi lla 

di ltellaah mellalui l vi lsi l haki lm yang melngadi lli l pelrkara, putusan haki lm adalah mahkota 

dan puncak pelncelrmi lnan ni llai l-ni llai l keladi llan, kelbelnaran haki lki l, Hak Asasi l Manusi la 

(HAM), pelnguasaan hukum atau fakta selcara mapan, mumpuni l, dan faktual, selrta 

vi lsuali lsasi l elti lka, melntali ltas, dan morali ltas dari l haki lm yang belrsangkutan.22 

 

 
22 Lilik Mulyadi. Op.Cit, hlm. 152-153. 
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Melnurut Pasal 195 KUHAP, selmua putusan Pelngadi llan hanya sah dan melmpunyai l 

kelkuatan hukum apabi lla di lucapkan di l si ldang telrbuka untuk umum. Putusan yang 

di lbacakan olelh haki lm melrupakan belntuk tanggung jawab selorang haki lm kelpada 

Tuhan Yang Maha Elsa, pelncari l keladi llan, masyarakat, Pelngadi llan yang lelbi lh ti lnggil. 

Untuk i ltu, tambahnya, putusan harus di lbacakan dalam si ldang umum. Olelh karelna 

putusan melngandung pelrtanggungjawaban, maka acara pelmbacaan putusan harus 

di llakukan dalam si ldang telrbuka untuk umum dan Pelngadi llan belrkelwaji lban untuk 

melmbelri ltahukan kelpada masyarakat dan pi lhak-pi lhak yang belrpelrkara pelri lhal 

jadwal pelmbacaan putusan i ltu.23 

 

Haki lm dalam hal melnjatuhkan pi ldana kelpada telrdakwa ti ldak bolelh melnjatuhkan 

pi ldana telrselbut kelcuali l apabi lla delngan selkurang-kurangnya dua alat bukti l yang sah, 

selhi lngga haki lm melmpelrolelh kelyaki lnan bahwa suatu ti lndak pi ldana belnar-belnar 

telrjadi l dan telrdakwalah yang belrsalah mellakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat 

bukti l sah yang di lmaksud adalah: (a). Keltelrangan Saksi l; (b). Keltelrangan Ahli l; (c). 

Surat; (d). Peltunjuk; (el). Keltelrangan Telrdakwa atau hal yang selcara umum sudah 

di lkeltahui l selhi lngga ti ldak pelrlu di lbukti lkan (Pasal 184).24 

 

Putusan haki lm sangat belrkai ltan delngan bagai lmana haki lm dalam melngelmukakan 

pelrti lmbangannya belrdasarkan fakta-fakta selrta alat bukti l dil pelrsi ldangan selrta 

kelyaki lnan haki lm atas suatu pelrkara. Haki lm melmi llilki l pelran selntral dalam 

melnjatuhkan putusan yang melmuat pelrti lmbangan-pelrti lmbangan melngelnai l hal-hal 

 
23 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 22. 
24 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  
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yang melmbelratkan dan melri lngankan putusan, pelrti lmbagan telrselbut di ljadi lkan 

alasan olelh haki lm dalam melnjatuhkan putusannya.25 

 

Kelkuasaan kelhaki lman melrupakan badan yang melnelntukan dan kelkuatan kai ldah-

kai ldah hukum posi ltilf dalam konkrelti lsasi l olelh haki lm mellaluil putusan-putusannya. 

Bagai lmanapun bai lknya selgala pelraturan pelrundang-undangan yang di lci lptakan 

dalam suatu nelgara, dalam usaha melnjami ln kelsellamatan masyarakat melnuju 

kelseljahtelraan rakyat, pelraturan-pelraturan telrselbut ti ldak ada arti lnya, apabi lla ti ldak 

ada kelkuasaan kelhaki lman yang belbas yang di lwujudkan dalam belntuk pelradi llan 

yang belbas dan ti ldak melmi lhak, selbagai l salah satu unsur Nelgara hukum. Selbagai l 

pellaksana dari l kelkuasaan kelhaki lman adalah haki lm, yang melmpunyai l kelwelnangan 

dalam pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku.26 Fungsi l haki lm adalah 

melmbelri lkan putusan telrhadap pelrkara yang di lajukan, di l mana dalam pelrkara 

pi ldana, hal i ltu tildak telrlelpas dari l si lstelm pelmbukti lan nelgati lf, yang pada pri lnsi lpnya 

melnelntukan bahwa suatu hak atau pelri lsti lwa atau kelsalahan di langgap tellah telrbukti l, 

di lsampi lng adanya alat-alat bukti l melnurut undang-undang juga di ltelntukan 

kelyaki lnan haki lm yang di llandasi l delngan i lntelgri ltas moral yang bai lk.27 

 

Haki lm dalam putusannya harus melmbelri l rasa keladi llan, melnellaah telrlelbi lh dahulu 

kelbelnaran pelri lsti lwa yang di lajukan kelpadanya kelmudi lan melnghubungkan delngan 

hukum yang belrlaku. Haki lm dalam melnjatuhkan putusannya harus belrdasar pada 

 
25 Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang 

Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum 

UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34. 
26 Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam 

Putusan Hakim, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297. 
27 Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Gramedia Putsaka 

Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25. 
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pelnafsi lran hukum yang selsuai l delngan rasa keladi llan yang tumbuh, hildup dan 

belrkelmbang dalam masyarakat, juga faktor lai ln yang melmpelngaruhi l selpelrti l faktor 

budaya, sosi lal dan elkonomi l. 28 Sellai ln i ltu haki lm dalam melngadi lli l pellaku ti lndak 

pi ldana harus mellalui l prosels pelnyaji lan kelbelnaran dan keladi llan dalam suatu putusan 

pelngadi llan selbagai l rangkai lan prosels pelnelgakan hukum, maka dapat di lpelrgunakan 

telori l kelbelnaran. Putusan pelngadi llan di ltuntut untuk melmelnuhi l telori l pelmbukti lan, 

yai ltu sali lng belrhubungan antara bukti l satu delngan bukti l yang lai ln, milsalnya, antara 

keltelrangan saksi l yang satu saksi l lai ln atau sali lng belrhubungan antara keltelrangan 

saksi l delngan alat bukti l lai ln.29 

 

Pelnjatuhan pi ldana pada dasarnya melrupakan pelndelri ltaan yang selngaja. di lbelbankan 

kelpada selselorang yang mellakukan pelrbuatan yang melmelnuhi l syarat-syarat 

telrtelntu. Pi ldana selbagai l relaksi l atas delli lk dan i lni l belrwujud suatu nelstapa yang 

delngan selngaja di lti lmpakan nelgara kelpada si l pelmbuat delli lk i ltu.30 Pildana pada 

hakelkatnya melrupakan suatu pcngelnaan pelndelri ltaan atau nelstapa atau aki lbat-

aki lbat lai ln yang ti ldak melnyelnangkan. Pi ldana i ltu dilbelri lkan delngan selngaa olelh 

orang atau badan yang melmpunyai l kelkuasaan dan pi ldana di lkelnakan kelpada 

selselorang yang tellah mellakukan ti lndak pi ldana melnurut undang-undang.31 

 

Asas kelpasti lan hukum pada pokoknya melngharapkan dan melwaji lbkan hukum 

di lbuat selcara pasti l dalam belntuk yang telrtuli ls. Kelbelradaan asas i lni l melnjadi l pelnti lng 

karelna akan melnjami ln keljellasan dari l suatu produk hukum posilti lf yang ada. Makna 

 
28 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan 

Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.  
29 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44. 
30 Ruben Achmad, Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum 

Pidana, Legalitas, Volume V Nomor 2 Desember 2013. 
31 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44. 



 

 

22 

pelnti lng dari l asas i lni l pun melmi llilki l suatu kelsamaan (si lmi llari lty) delngan gagasan 

utama yang ada pada konstruksi l pelnalaran posi lti lvilsmel hukum, yakni l keljellasan 

(celrtai lnty). Olelh karelna asas hukum melngandung tuntutan elti ls maka asas hukum 

dapat di lkatakan selbagai l jelmbatan antara pelraturan hukum delngan ci lta-ci lta sosi lal 

dan pandangan elti ls masyarakat.32 Putusan haki lm dalam pelrkara pi ldana melrupakan 

putusan yang di ljatuhkan haki lm seltellah melmelri lksa dan melngadi lli l suatu pelrkara 

pi ldana belrdasarkan delli lk yang telrcantum dalam surat dakwaan. Selorang haki lm 

dalam hal melnjatuhkan pi ldana kelpada telrdakwa ti ldak bolelh melnjatuhkan pi ldana 

telrselbut kelcuali l apabi lla delngan selkurang-kurangnya dua alat bukti l yang sah, 

selhi lngga haki lm melmpelrolelh kelyaki lnan bahwa suatu ti lndak pi ldana belnar-belnar 

telrjadi l dan telrdakwalah yang belrsalah mellakukannya. 33 

 

Produk putusan hakilm selsuai l delngan keltelntuan Pasal 195 KUHAP, sah dan 

melmpunyai l kelkuatan hukum apabi lla di lucapkan di l sildang telrbuka untuk umum. 

Putusan yang dilbacakan olelh hakilm melrupakan belntuk tanggung jawab selorang 

haki lm kelpada Tuhan Yang Maha Elsa, pelncari l keladi llan, masyarakat, Pelngadi llan 

yang lelbi lh ti lnggi l. Untuk i ltu, putusan harus di lbacakan dalam si ldang pelngadi llan. 

Olelh karelna putusan melngandung pelrtanggungjawaban, maka acara pelmbacaan 

putusan harus di llakukan dalam si ldang telrbuka untuk umum dan Pelngadi llan 

belrkelwaji lban untuk melmbelri ltahukan kelpada masyarakat dan pi lhak-pi lhak yang 

belrpelrkara pelri lhal jadwal pelmbacaan putusan i ltu.34 

 
32 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum 

Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 

Tahun 2019. 
33 Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hlm. 77 
34 Syaiful Bakhri. Hukum Pidana Masa Kini, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6. 
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Pildana dapat pula di larti lkan selbagai l relaksi l sosi lal yang telrjadi l belrhubung adanya 

pel1anggaran telrhadap suatu aturan hukum, di ljatuhkan dan di llaksanakan olelh 

orang-orang yang belrkuasa selhubungan delngan telrti lb hukum yang dillanggar, 

melngandung pelndelri ltaan atau konselkuelnsi l-konselkuelnsi l lai ln yang ti ldak 

melnyelnangkan dan melnyatakan pelncellaan telrhadap si l pellanggar. Unsur-unsur 

dalam pi ldana adalah: 

a. Melngandung pelndelri ltaan atau konselkuelsi l-konselkuelnsi l lai ln yang ti ldak 

melnyelnangkan. 

b. Di lkelnakan kelpada selselorang yang belnar-belnar di lsangka belnar mellakukan 

ti lndak pi ldana. 

c. Di llakukan delngan selngaja olelh orang-orang yang belrlai lnan dan dari l pellaku 

ti lndak pi ldana. 

d. Di ljatuhkan dan di llaksanakan olelh pelnguasa selsuai l delngan keltelntuan suatu 

si lstelm hukum yang di llanggar olelh ti lndak pi ldana telrselbut35 

 

 

Hubungan antara pelmbi lnaan delngan pelnjatuhan pi ldana belrkai ltan elrat karelna obyelk 

kaji lan dari l pelmbi lnaan adalah narapi ldana yang mellakukan keljahatan dan di lpi ldana. 

Pelnjatuhan pi ldana i ltu selndi lri l belrarti l pelngelnaan pi ldana dan pi ldana adalah sanksi l 

atau nelstapa yang melni lmbulkan delri lta bagi l pellaku ti lndak pi ldana. Pelnjatuhan 

pi ldana dalam ali lran hukum selcara gari ls belsar dapat di lbagi l dua yai ltu alilran klasi lk 

dan ali lran modelrn, ali lran klasi lk di lpelngaruhi l paham i lndeltelrmi lni lsti ls, yai ltu paham 

yang melnganggap manusi la melmpunyai l kelhelndak belbas dalam mellakukan ti lndakan 

dan pi ldana di ltelntukan selcara pasti l. Ali lran klasi lk i lni l belrpi ljak pada ti lga asas selbagai l 

belri lkut: 

a. Asas lelgali ltas yang melnyatakan bahwa ti lada pi ldana tanpa Undang-Undang, 

ti lada tilndak pi ldana tanpa Undang-Undang dan ti lada pelnuntutan tanpa Undang-

Undang. 

b. Asas kelsalahan yang belri lsi l bahwa orang hanya dapat di lpi ldana untuk ti lndak 

pi ldana bukannya delngan selngaja atau kelalpaan.  

 
35 Zainal Arifin Hoesein. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15. 
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c. Asas pelngi lmbalan (pelmbalasan) yang selkulelr yang belri lsi l bahwa pi ldana selcara 

konkri lt tildak di lkelnakan delngan maksud untuk melncapai l selsuatu hasi ll yang 

belrmanfaat, mellai lnkan selti lmpal delngan belrat ri lngannya pelrbuatan yang 

di llakukan. 36 

 

 

Ali lran modelrn di lpelngaruhi l paham deltelrmi lni lsmel, yai ltu paham yang melnganggap 

manusi la ti ldak melmpunyai l kelbelbasan dalam mellakukan ti lndakannya dan 

di lpelngaruhi l watak pri lbadi l, faktor bi lologi ls dan faktor li lngkungan masyarakat. 

Hukum melmpunyai l arti l pelnti lng bagi l kelkuasaan formal lelmbaga-lelmbaga nelgara, 

uni lt-uni lt pelmelri lntah, dan peljabat nelgara dan pelmelri lntah. Lelgali lsasi l kelkuasaan i ltu 

di llakukan mellalui l pelneltapan landasan hukum selcara lelgal dan elti ls. Pelmi ldanaan 

dalam hukum pi ldana klasi lk melrupakan pelmbalasan atas kelsalahan. Pelmi ldanaan 

melni lti lkbelratkan pada pelrbuatan dan aki lbat yang di laki lbatkan olelh pelrbuatan i ltu 

selndi lri l. Pildana melrupakan pelndelri ltaan/pelrlakuan yang ti ldak elnak olelh suatu 

kelkuasaan yang sah telrhadap orang yang mellakukan ti lndak pi ldana. Pelnjatuhan 

sanksi l pi ldana di l dalam hukum pi ldana modelrn belrori lelntasi l kelpada pelrbuatan dan 

pellaku ti ldak hanya melli lputi l pildana yang belrsi lfat pelndelri ltaan dalam sanksi lnya, tapil 

juga belrori lelntasi l kelpada muatan pelndi ldi lkan.37 

 

Ali lran klasi lk melli lhat telrutama pada yang di llakukan dan melnghelndaki l pi ldana yang 

di ljatuhkan i ltu selsuai l delngan pelrbuatan telrselbut. Ali lran modelrn telrutama melni lnjau 

pelrbuatannya dan melnghelndaki l i lndi lvi lduali lsasi l dari l telrpi ldana, arti lnya da1am 

pelnjatuhan pi ldana melmpelrhati lkan si lfat-si lfat dan keladaan pelrbuatannya. Dapat 

di lkatakan bahwa ali lran klasi lk dalam pelmbelri lan pi ldana lelbi lh melli lhat kel bellakang 

 
36 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum  

 Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.28 
37 Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan “Double 

Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, 

Tahun 2012. 
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seldangkan ali lran modelrn melli lhat kel delpan. Melli lhat kel bellakang maksudnya adalah 

pelnjatuhan pi ldana belrtujuan untuk melmbelri lkan pelmbalasan atau ganjaran atas 

kelsalahan telrpi ldana di l masa yang lalu, seldangkan melli lhat kel delpan adalah 

pelnjatuhan pi ldana belrtujuan untuk melmpelrbai lki l pelrbuatan dan kelpri lbadi lan 

telrpi ldana agar melnjadi l lelbi lh bai lk di l masa-masa yang akan datang selrta ti ldak 

kelmbali l lagi l mellakukan ti lndak pi ldana.38 

 

Undang-Undang Relpubli lk Ilndonelsi la Nomor 48 Tahun 2009 telntang Kelkuasaan 

Kelhaki lman melngatur telntang kelbelradaan lelmbaga pelradi llan. Di l mana dalam Pasal 

1 di lselbutkan bahwa kelkuasaan kelhaki lman adalah kelkuasaan nelgara yang melrdelka 

untuk melnyellelnggarakan pelradi llan guna melnyellelnggarakan hukum dan keladi llan 

belrdasarkan Pancasi lla dan Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la 

Tahun 1945 dalam rangka pelnyellelnggaraan nelgara hukum Relpubli lk Ilndonelsi la.39  

 

Pelnelgakan hukum melrupakan suatu kelharusan yang di ljalankan nelgara dalam 

melli lndungi l warganya, karelna pelnelgakan hukum adalah melnelgakkan ni llai l-ni llail 

kelbelnaran dan keladi llan. Usaha pelnanggulangan keljahatan delngan hukum pi ldana 

pada haki lkatnya adalah usaha pelnelgakan hukum pi ldana. Pelnelgakan hukum pi ldana 

di lwujudkan mellalui l suatu kelbi ljakan hukum yang melrupakan bagi lan dari l poli ltilk 

hukum nasi lonal. Hal i lni l melli lbatkan belrbagai l unsur dari l nelgara, mulai l dari l pelmbuat 

undang-undang, aparat pelnelgak hukum sampai l warga nelgara.40 

 

 

 
38Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, 

Jakarta, 2002, hlm. 3. 
39 Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendi Meita 

Sarie Putri. Sistem Peradilan Pidana, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 39. 
40 Ibid, hlm. 72. 
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C. Tindak Pidana Pemindahtanganan Izin Pengambilan di Dalam Negeri 

Tumbuhan Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang 

 

 

Tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar 

yang tidak dilindungi undang-undang merupakan tindak pidana khusus yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan 

Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan, sehingga dalam hal ini berlaku asas lex specialis 

derogat legi generali sebagai dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang 

menentukan bahwa jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, 

tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu 

yang diterapkan. Selain itu diatur dalam Pasal 103 KUHP bahwa ketentuan-

ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi 

perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam 

dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. 

 

Ti lndak pi ldana korporasi l yang mellakukan pelmi lndahtanganan i lzi ln pelngambi llan dil 

dalam nelgelri l tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungil undang-undang adalah pelrbuatan 

yang di lancam pi ldana Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan, bahwa korporasi l 

yang melmi lndahtangankan atau melnjual i lzi ln yang di lkelluarkan olelh peljabat yang 

belrwelnang kelcuali l delngan pelrseltujuan Melntelri l selbagai lmana di lmaksud dalam Pasal 

24 huruf c di lpi ldana delngan pi ldana pelnjara pali lng si lngkat 5 (li lma) tahun dan pali lng 

lama 15 (li lma bellas) tahun selrta pi ldana delnda pali lng seldi lki lt Rp5.000.000.000,00 

(li lma mi llilar rupi lah) dan pali lng banyak Rp 15.000.000.000,00 (li lma bellas mi lli lar 

rupi lah).  
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Pelmelri lntah melmbelrlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang 

Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan. Pasal 1 angka (5) Undang-

Undang i lni l melnyatakan bahwa pelnggunaan kawasan hutan selcara ti ldak sah adalah 

kelgi latan telrorgani lsasi l yang dillakukan di l dalam kawasan hutan untuk pelrkelbunan 

dan/atau pelrtambangan tanpa i lzi ln Melntelri l. Undang-Undang di lbelrlakukan bagi l 

barangsi lapa yang selcara mellawan hukum mellanggarnya. Pelrusakan hutan, 

telrutama belrupa pelmbalakan li lar, pelnambangan tanpa i lzi ln, dan pelrkelbunan tanpa 

i lzi ln tellah melni lmbulkan kelrugi lan nelgara, kelrusakan kelhi ldupan sosi lal budaya dan 

li lngkungan hi ldup, selrta melni lngkatkan pelmanasan global yang tellah melnjadi l i lsu 

nasi lonal, relgi lonal, dan i lntelrnasi lonal.  

 

Pelrusakan hutan sudah melnjadi l keljahatan yang belrdampak luar bi lasa, telrorgani lsasi l, 

dan li lntas nelgara yang di llakukan delngan modus opelrandi l yang canggi lh, tellah 

melngancam kellangsungan kelhi ldupan masyarakat selhi lngga dalam rangka 

pelncelgahan dan pelmbelrantasan pelrusakan hutan yang elfelkti lf dan pelmbelri lan elfelk 

jelra di lpelrlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu melnjami ln elfelkti lviltas 

pelnelgakan hukum. Upaya pelmbelrantasan pelrusakan hutan mellalui l undang-undang 

i lni l di llaksanakan delngan melngeldelpankan asas keladi llan dan kelpasti lan hukum, 

kelsi lnambungan, tanggung jawab nelgara, parti lsi lpasi l masyarakat, tanggung gugat, 

pri lori ltas, selrta keltelrpaduan dan koordi lnasi l.  

 

Sellanjutnya, pelmbelntukan undang-undang i lni l, sellai ln melmi lli lkil aspelk relprelsi lf juga 

melmpelrti lmbangkan aspelk relstorati lf, belrtujuan untuk:  
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a. Melmbelri lkan payung hukum yang lelbi lh telgas dan lelngkap bagi l aparat pelnelgak 

hukum untuk mellakukan pelmbelrantasan pelrusakan hutan selhi lngga mampu 

melmbelri l elfelk jelra bagi l pellakunya;  

b. Melni lngkatkan kelmampuan dan koordi lnasi l aparat pelnelgak hukum dan pi lhak-

pi lhak telrkai lt mellalui l lelmbaga pelncelgahan dan pelmbelrantasan pelrusakan hutan 

dalam upaya pelmbelrantasan pelrusakan hutan.  

c. Melni lngkatkan pelran masyarakat dalam melnjaga kellelstari lan hutan telrutama 

selbagai l belntuk kontrol sosi lal pellaksanaan pelmbelrantasan pelrusakan hutan;  

d. Melngelmbangkan kelrja sama ilntelrnasi lonal dalam rangka pelmbelrantasan 

pelrusakan hutan selcara bi llatelral, relgi lonal, ataupun multillatelral; dan  

e. Melnjami ln kelbelradaan hutan selcara belrkellanjutan delngan teltap melnjaga 

kellelstari lan dan ti ldak melrusak li lngkungan selrta elkosi lstelm selki ltarnya guna 

melwujudkan masyarakat seljahtelra.  

  

Ruang lilngkup undang-undang i lni l mellilputi l pelncelgahan pelrusakan hutan; 

pelmbelrantasan pelrusakan hutan; kellelmbagaan; pelran selrta masyarakat; kelrja sama 

i lntelrnasi lonal; pelli lndungan saksi l, pellapor, dan i lnforman; pelmbi layaan; dan sanksi l. 

Cakupan pelrusakan hutan yang di latur dalam undang-undang i lni l melli lputi l prosels, 

cara, atau pelrbuatan melrusak hutan mellalui l kelgi latan pelmbalakan li lar dan/atau 

pelnggunaan kawasan hutan selcara ti ldak sah. Adapun pelmbalakan li lar di ldelfi lni lsilkan 

selbagai l selmua kelgi latan pelmanfaatan hasi ll hutan kayu selcara ti ldak sah yang 

telrorgani lsasi l, seldangkan pelnggunaan kawasan hutan selcara ti ldak sah melli lputil 

kelgi latan telrorgani lsasi l yang di llakukan di l dalam kawasan hutan untuk pelrkelbunan 

dan/atau pelrtambangan tanpa i lzi ln Melntelri l.  
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Undang-undang i lni l di lti lti lkbelratkan pada pelmbelrantasan pelrusakan hutan yang 

di llakukan selcara telrorgani lsasi l, yai ltu kelgi latan yang di llakukan olelh suatu kellompok 

yang telrstruktur, telrdi lri l atas 2 (dua) orang atau lelbi lh, dan yang belrti lndak selcara 

belrsama-sama pada suatu waktu telrtelntu delngan tujuan mellakukan pelrusakan 

hutan, teltapi l tildak telrmasuk kellompok masyarakat yang mellakukan pelrladangan 

tradi lsi lonal. Pelngelcuali lan telrhadap kelgi latan pelrladangan tradi lsi lonal di lbelri lkan 

kelpada masyarakat yang tellah hi ldup selcara turun-telmurun di l dalam wi llayah hutan 

telrselbut dan tellah mellakukan kelgi latan pelrladangan delngan melngi lkuti l tradi lsi l rotasi l 

yang tellah di lteltapkan olelh kellompoknya. Upaya pelncelgahan pelrusakan hutan 

di llakukan mellalui l pelmbuatan kelbi ljakan Pelmelri lntah dan pelmelri lntah daelrah selrta 

delngan pelni lngkatan pelran selrta masyarakat. Dalam rangka pelmbelrantasan 

pelrusakan hutan, Undang-Undang i lni l melngatur katelgori l dari l pelrbuatan pelrusakan 

hutan telrorgani lsasi l, bai lk pelrbuatan langsung, ti ldak langsung, maupun pelrbuatan 

telrkai lt lai lnnya. Guna melni lngkatkan elfelkti lvi ltas pelmbelrantasan pelrusakan hutan, 

Undang-Undang i lni l di llelngkapi l hukum acara yang melli lputi l pelnyi ldi lkan, 

pelnuntutan, dan pelmelri lksaan di l si ldang pelngadi llan.  

 

Manusi la melmi llilki l kelwaji lban moral dan tanggung jawab telrhadap alam, maka 

pali lng tildak manusi la ti ldak akan mau melrugi lkan alam selcara ti ldak pelrlu. 

Kelwaji lban, si lkap soli ldelr, dan kelpelduli lan i lni l bi lsa melngambi ll belntuk mi lnilmal 

belrupa ti ldak mellakukan tilndakan yang melrugi lkan atau melngancam elksi lstelnsil 

makhluk hi ldup lai ln di l alam selmelsta i lni l, selbagai lmana manusi la ti ldak di lbelnarkan 

selcara moral untuk mellakukan ti lndakan yang melrugi lkan selsama manusi la.41  

 
41 Ahmad Redi, Hukum Sumber daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. 

hlm. 65. 
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Hutan Ilndonelsi la selbagai l karuni la dan anugelrah Tuhan Yang Maha Elsa yang 

di lamanatkan kelpada bangsa Ilndonelsi la melrupakan unsur utama silstelm pelnyangga 

kelhi ldupan manusi la dan melrupakan modal dasar pelmbangunan nasi lonal yang 

melmi llilki l manfaat nyata, bai lk manfaat elkologi l, sosi lal budaya, maupun elkonomil 

agar kelhi ldupan dan pelnghi ldupan bangsa Ilndonelsi la belrkelmbang selcara seli lmbang 

dan di lnami ls. Hutan Ilndonelsi la melrupakan salah satu hutan tropi ls telrluas di l dunila 

selhi lngga kelbelradaanya melnjadi l tumpuan kelbelrlangsungan kelhi ldupan bangsa-

bangsa di l duni la, khususnya dalam meminimalisasi atau melngurangi l dampak 

pelrubahan i lkli lm global.42 

 

Pelmanfaataan dan pelnggunaan hutan harus di llakukan selcara telrelncana, rasi lonal, 

opti lmal, dan belrtanggung jawab selsuai l delngan kelmampuan daya dukung selrta 

melmpelrhati lkan kellelstari lan fungsi l dan kelseli lmbangan li lngkungan hi ldup guna 

melndukung pelngellolaan hutan dan pelmbangunan kelhutanan yang belrkellanjutan 

bagi l kelmakmuran rakyat. Hal i ltu selsuai l delngan keltelntuan Pasal 33 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la Tahun 1945 yang melnyatakan 

bahwa bumi l, ai lr, dan kelkayaan alam yang telrkandung di l dalamnya di lkuasai l olelh 

nelgara dan di lpelrgunakan untuk selbelsar-belsarnya kelmakmuran rakyat. Delngan 

delmi lki lan, hutan selbagai l salah satu sumbelr kelkayaan alam bangsa Ilndonelsi la 

di lkuasai l olelh nelgara.43 

 

 

 
42 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah), Citra 

Aditya Bakti,Bandung, 2005, hlm. 27. 
43 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Lingkungan. Arikha Media Cipta. Jakarta. 1995, hlm. 41. 
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D. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana 

 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

telntang Kelkuasaan Kelhaki lman melnyatakan bahwa putusan di lambi ll belrdasarkan 

si ldang pelrmusyawaratan haki lm yang belrsi lfat rahasi la. Ayat (2) melnyatakan bahwa 

dalam si ldang pelrmusyawaratan, selti lap haki lm waji lb melnyampai lkan pelrti lmbangan 

atau pelndapat telrtuli ls telrhadap pelrkara yang seldang di lpelri lksa dan melnjadi l bagi lan 

yang ti ldak telrpi lsahkan dari l putusan. 

 

Putusan haki lm atau putusan Pelngadi llan melrupakan aspelk pelnti lng dan di lpelrlukan 

untuk melnyellelsai lkan pelrkara pi ldana dan belrguna bagi l telrdakwa guna melmpelrolelh 

kelpasti lan hukum telntang statusnya dan selkali lgus dapat melmpelrsi lapakan langkah 

belri lkutnya telrhadap putusan telrselbut dalam arti l dapat belrupa melnelri lma putusan, 

mellakukan upaya hukum bandi lng, kasasi l dan grasi l. Pada pi lhak lai ln, apabi lla 

di ltellaah mellalui l vi lsi l haki lm yang melngadi lli l pelrkara, putusan haki lm adalah mahkota 

dan puncak pelncelrmi lnan ni llai l-ni llai l keladi llan, kelbelnaran haki lki l, Hak Asasi l Manusi la 

(HAM), pelnguasaan hukum atau fakta selcara mapan, mumpuni l, dan faktual, selrta 

vi lsuali lsasi l elti lka, melntali ltas, dan morali ltas dari l haki lm yang belrsangkutan.44 

 

Selorang haki lm dalam melmbuat Putusan Pelngadi llan, harus melmpelrhati lkan apa 

yang di latur dalam Pasal 197 KUHAP, yang belri lsilkan belrbagai l hal yang harus 

di lmasukkan dalam surat putusan, yai ltu selbagai l belri lkut: 

(1) Surat putusan pelmi ldanaan melmuat:  

a. kelpala putusan yang di ltulilskan belrbunyi l : "DElMIl KElADIlLAN 

BElRDASARKAN KElTUHANAN YANG MAHA ElSA";  

b. nama lelngkap, telmpat lahi lr, umur atau tanggal, jelni ls kellami ln, kelbangsaan, 

telmpat ti lnggal, agama dan pelkelrjaan telrdakwa;  

 
44 Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 152-153 
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c. dakwaan, selbagai lmana telrdapat dalam surat dakwaan;  

d. pelrti lmbangan yang di lsusun selcara ri lngkas melngelnai l fakta dan keladaan 

belselrta alat-pelmbukti lan yang di lpelrolelh dari l pelmelri lksaan di l si ldang yang 

melnjadi l dasar pelnelntuan kelsalahan telrdakwa;  

e. tuntutan pi ldana, selbagai lmana telrdapat dalam surat tuntutan;  

f. pasal pelraturan pelrundang-undangan yang melnjadi l dasar pelmi ldanaan atau 

ti lndakan dan pasal pelraturan pelrundangundangan yang melnjadi l dasar 

hukum dari l putusan, di lselrtai l keladaan yang melmbelratkan dan yang 

melri lngankan telrdakwa;  

g. hari l dan tanggal di ladakannya musyawarah majelli ls haki lm kelcuali l pelrkara 

di lpelri lksa olelh haki lm tunggal;  

h. pelrnyataan kelsalahan telrdakwa, pelrnyataan tellah telrpelnuhi l selmua unsur 

dalam rumusan ti lndak pi ldana di lselrtai l delngan kuali lfi lkasi lnya dan 

pelmi ldanaan atau ti lndakan yang di ljatuhkan;  

i. keltelntuan kelpada si lapa bi laya pelrkara di lbelbankan delngan melnyelbutkan 

jumlahnya yang pasti l dan keltelntuan melngelnai l barang bukti l;  

j. keltelrangan bahwa selluruh surat telrnyata palsu atau keltelrangan di l mana 

leltaknya kelpalsuan i ltu, ji lka telrdapat surat otelnti lk di langgap palsu;  

k. pelri lntah supaya telrdakwa diltahan atau teltap dalam'tahanan atau di lbelbaskan; 

1. hari l dan tanggal putusan, nama pelnuntut umum, nama haki lm yang 

melmutus dan nama pani ltelra;  

(2) Ti ldak di lpelnuhi lnya keltelntuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, el, f, h, i l, j, k dan l 

pasal i lni l melngaki lbatkan putusan batal delmi l hukum.  

(3) Putusan di llaksanakan delngan selgelra melnurut keltelntuan dalam undang-undang. 

 

 

Tahapan pelnjatuhan putusan olelh haki lm, dalam pelrkara pi ldana di llakukan dalam 

belbelrapa tahapan, yai ltu haki lm pada saat melnganali lsils apakah telrdakwa mellakukan 

pelrbuatan atau ti ldak, yang di lpandang pri lmelr adalah selgi l masyarakat, yai ltu 

pelrbuatan selbagai l telrselbut dalam rumusan aturan pi ldana.  

 

Selti lap putusan haki lm harus belrdasarkan fakta yang jellas dan fakta melmelgang 

pelranan pelnti lng dalam selti lap putusan haki lm, bahkan fakta hukum melrupakan 

condi lti lo si lnel qua non bagi l telrwujudnya putusan yang adi ll. Olelh karelna i ltu, dalam 

melmutuskan pelrkara pasti l melmbutuhkan fakta hukum dari l suatu pelrkara. Putusan 

haki lm akan adi ll ji lka belrdasarkan fakta yang belnar. Arti lnya hukum tildak akan bi lsa 

di lputus delngan adi ll ji lka fakta hukum ti ldak ada. Ji lka haki lm tellah melnyampi lngkan 

fakta pelrsi ldangan, fakta saksi l, bukti l lailn, dan fakta pelmbellaan, i ltu belrarti l haki lm 
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tellah mellakukan kelsalahan fatal. Fakta-fakta i ltu harus di lmuat dalam pelrti lmbangan 

haki lm dan selcara normati lf putusan haki lm selharusnya melmpelrhati lkan fakta 

pelrsi ldangan, bai lk i ltu fakta saksi l, bukti l atau fakta pelmbellaan.45 

 

Fakta yuri ldi ls (hukum) dapat di lpelrolelh dari l alat bukti l yang sah selbagai lmana tellah 

di ltelntukan selcara li lmi ltati lf dalam Pasal 184 KUHAP. Arti lnya di l luar alat buktil 

telrselbut ti ldak di lbelnarkan di lpelrgunakan untuk melmbukti lkan kelsalahan telrdakwa. 

Alat bukti l adalah selgala selsuatu yang ada hubungannya delngan suatu pelrbuatan, 

di lmana delngan alat-alat bukti l telrselbut, dapat di lpelrgunakan selbagai l bahan 

pelmbukti lan guna melni lmbulkan kelyaki lnan haki lm atas kelbelnaran adanya suatu 

ti lndak pi ldana yang tellah di llakukan olelh telrdakwa.  

 

Pasal 184 KUHAP melnyatakan bahwa alat bukti l yang sah adalah: (a). Keltelrangan 

Saksi l; (b). Keltelrangan Ahli l; (c). Surat; (d). Peltunjuk; (el). Keltelrangan Telrdakwa. 

Pelnjellasan melngelnai l alat bukti l yang sah telrselbut adalah selbagai l belri lkut: 

1. Keltelrangan Saksi l 

Melnjadi l saksi l adalah kelwaji lban selmua orang, kelcuali l di lkelcuali lkan olelh 

Undang-Undang. Melnghi lndar selbagai l saksi l dapat di lkelnakan pi ldana 

(Pelnjellasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Selmua orang dapat melnjadi l saksi l. 

Kelkelcuali lan melnjadi l saksi l telrcantum dalam Pasal 168 KUHAP yai ltu: 

a. Kelluarga belrdarah atau selmelnda dalam gari ls lurus kel atas atau kel bawah 

sampai l delrajat kelti lga dari l atau yang sama-sama selbagai l telrdakwa. 

b. Saudara dari l telrdakwa atau yang belrsama-sama selbagai l telrdakwa, saudara 

i lbu atau saudara bapak, juga melrelka melmpunyai l hubungan karelna 

pelrkawi lnan dan anak-anak saudara telrdakwa sampai l delrajat kelti lga. 

c. Suami l atau i lstri l telrdakwa melski lpun sudah belrcelrai l atau yang belrsama 

selbagai l telrdakwa. 

2. Keltelrangan Ahli l 

Keltelrangan Ahli l adalah keltelrangan yang di lbelri lkan olelh selselorang yang 

melmi llilki l kelahli lan khusus telntang suatu hal yang di lpelrlukan untuk melmpelrjellas 

pelrkara pi ldana guna kelpelnti lngan pelmelri lksaan. Keltelrangan ahli l dapat belrupa 

keltelrangan li lsan dan dapat juga belrupa surat. 

 

 
45 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.Cit. hlm. 18. 
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3. Surat 

Surat adalah pelmbawa tanda tangan bacaan yang belrarti l, yang melnelrjelmahkan 

suatu i lsi l pilki lran. Melnurut Pasal 187 KUHAP yang telrmasuk surat adalah: 

a. Belri lta acara dan surat lai ln dalam belntuk relsmi l yang di lbuat olelh peljabat 

umum yang belrwelnang atau yang di lbuat di l hadapannya, yang melmuat 

keltelrangan telntang keljadi lan atau keladaan yang di ldelngar, di lli lhat atau yang 

di lalami lnya selndi lri l, di lselrtai l delngan alasan yang jellas dan telgas telntang 

keltelrangannya i ltu 

b. Surat yang di lbuat melnurut keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan atau 

surat yang di lbuat olelh peljabat melngelnai l hal yang telrmasuk dalam tata 

laksana yang melnjadi l tanggung jawabnya dan yang di lpelruntukkan bagi l 

pelmbukti lan selsuatu hal atau selsuatu keladaan 

c. Surat keltelrangan dari l selorang ahli l yang melmuat pelndapat belrdasarkan 

kelahli lannya melngelnai l selsuatu hal atau selsuatu keladaan yang di lmi lnta selcara 

relsmi l dari l padanya 

d. Surat lai ln yang hanya dapat belrlaku ji lka ada hubungannya delngan i lsi l dari l 

alat pelmbukti lan yang lai ln. 

4. Peltunjuk 

Pasal 188 KUHAP melnyatakan bahwa peltunjuk adalah pelrbuatan, keljadi lan atau 

keladaan yang di lduga melmi llilki l kai ltan, bai lk antara yang satu delngan yang lai ln, 

maupun delngan ti lndak pi ldana i ltu selndi lri l, yang melnandakan tellah telrjadi l suatu 

ti lndak pildana dan si lapa pellakunya. Peltunjuk hanya dapat di lpelrolelh daril 

keltelrangan saksi l, surat dan keltelrangan telrdakwa. Olelh karelna i ltu, peltunjuk juga 

melrupakan alat bukti l ti ldak langsung. Pelni llai lan telrhadap kelkuatan pelmbukti lan 

selbuah peltunjuk dari l keladaan telrtelntu, dapat di llakukan olelh haki lm selcara ari lf 

dan bi ljaksana, seltellah mellelwati l pelmelri lksaan yang celrmat dan selksama 

belrdasarkan hati l nurani lnya. Peltunjuk adalah pelrbuatan atau keljadi lan, yang 

karelna pelrselsuai lannya bai lk antara yang satu delngan yang lai ln, maupun delngan 

ti lndak pi ldana i ltu selndi lri l, melnandakan bahwa tellah telrjadi l ti lndak pi ldana dan 

si lapa pellakunya. Melnurut Pasal 188 Ayat (2), Peltunjuk hanya di lpelrolelh dari l 

keltelrangan saksi l, surat dan keltelrangan telrdakwa. 

5. Keltelrangan Telrdakwa 

Melnurut Pasal 194 KUHAP, yang di lmaksud keltelrangan telrdakwa i ltu adalah 

apa yang tellah di lnyatakan telrdakwa di l muka si ldang, telntang pelrbuatan yang 

di llakukannya atau yang di lkeltahui l dan alami l selndi lri l. Pelngelrti lan keltelrangan 

telrdakwa melmi lli lki l aspelk yang lelbi lh luas dari l pelngakuan, karelna ti ldak sellalu 

belri lsi l pelngakuan dari l telrdakwa. Keltelrangan telrdakwa belrsi lfat belbas (ti ldak 

dalam telkanan) dan i la melmi llilki l hak untuk tildak melnjawab. Kelkuatan alat buktil 

keltelrangan telrdakwa, telrgantung pada alat bukti l lai lnnya (keltelrangan telrdakwa 

saja ti ldak cukup) dan hanya dapat di lgunakan telrhadap di lri lnya selndi lri l. 

Keltelrangan telrdakwa i lalah apa yang telrdakwa nyatakan di l si ldang telntang 

pelrbuatan yang di llakukan, di lkeltahui l atau di lalami l selndi lri l.46 

 

 

 
46 Ibid, hlm. 21-21. 
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Tahapan pelnjatuhan putusan pi ldana olelh haki lm dillakukan seltellah haki lm 

melnganali lsi ls apakah telrdakwa mellakukan pelrbuatan atau ti ldak, yang di lpandang 

pri lmelr adalah selgi l masyarakat, yai ltu pelrbuatan yang di latur dalam rumusan aturan 

pi ldana. Selbellum melnjatuhkan putusan, haki lm harus belrtanya kelpada di lri l selndi lri l, 

jujurkah i la dalam melngambi ll kelputusan ilni l, atau sudah telpatkah putusan yang 

di lambi llnya iltu, akan dapat melnyellelsai lkan suatu selngkelta, atau adi llkah putusan i lnil, 

atau selbelrapa jauh manfaat yang di ljatuhkan olelh selorang haki lm bagi l para pi lhak 

dalam pelrkara atau bagi l masyarakat pada umumnya 

 

E. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

 

Melnurut Barda Nawawi l Ari lelf dalam buku Ni lkmah Rosi ldah, pelmi ldanaan 

melrupakan pelnjatuhan pi ldana/selntelnci lng selbagai l upaya yang sah yang di llandasil 

olelh hukum untuk melngelnakan nelstapa pelndelri ltaan pada selselorang yang mellaluil 

prosels pelradi llan pi ldana telrbukti l selcara sah dan melyaki lnkan belrsalah mellakukan 

suatu tilndak pi ldana. Jadi l pi ldana belrbi lcara melngelnai l hukumannya dan pelmi ldanaan 

belrbi lcara melngelnai l prosels pelnjatuhan hukuman i ltu selndi lri l. Pelmi ldanaan 

melrupakan suatu melkani lsmel di l mana telrhadap pellaku ti lndak pi ldana di ljatuhi l sanksil 

pi ldana selsuai l delngan kelsalahan yang di llakukannya.47 

 

Jelni ls-jelni ls sanksi l pi ldana dalam putusan dalam hukum acara pi ldana telrdi lri l dari l: 

 

1. Putusan Belbas, dalam hal ilni l belrarti l Telrdakwa di lnyatakan belbas dari l tuntutan 

hukum. Belrdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan belbas telrjadi l bi lla 

Pelngadi llan belrpelndapat bahwa dari l hasi ll pelmelri lksaan di l si ldang Pelngadi llan 

kelsalahan telrdakwa atas pelrbuatan yang di ldakwakan ti ldak telrbukti l selcara sah 

dan melyaki lnkan karelna ti ldak telrbukti l adanya unsur pelrbuatan mellawan hukum 

yang di llakukan olelh Telrdakwa 

 
47 Nikmah Rosidah, Op.Cit. hlm.68. 
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2. Putusan Lelpas, dalam hal i lni l belrdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP 

Pelngadi llan belrpelndapat bahwa pelrbuatan yang di ldakwakan kelpada Telrdakwa 

telrbukti l, namun pelrbuatan telrselbut, dalam pandangan haki lm, bukan melrupakan 

suatu ti lndak pi ldana. 

3. Putusan Pelmildanaan, dalam hal i lni l belrarti l Telrdakwa selcara sah dan 

melyaki lnkan tellah telrbukti l mellakukan ti lndak pildana yang di ldakwakan 

kelpadanya, olelh karelna i ltu Telrdakwa di ljatuhi l hukuman pi ldana selsuai l delngan 

ancaman pasal pi ldana yang di ldakwakan kelpada Telrdakwa.48 

 

 

Putusan Pelmi ldanaan telrhadap pellaku ti lndak pi ldana melngacu pada Pasal 10 KUHP, 

yang telrdi lri l dari l dua jelni ls, yailtu pi ldana pokok dan pildana tambahan, selbagai l 

belri lkut: 

1. Pildana Pokok 

a. Pildana Mati l  

b. Pildana pelnjara  

c. Pildana kurungan  

d. Pildana delnda  

e. Pildana tutupan  

2. Pildana Tambahan 

a. Pelncabutan hak-hak telrtelntu  

b. Pelrampasan barang-barang telrtelntu atau pelnyi ltaan  

 c. Pelgumuman putusan haki lm  

 

 

Pildana delnda selbagai l i lnstrumeln pelmi ldanaan untuk melncapai l tujuan pelmi ldanaan 

dan melrupakan salah satu jelni ls pildana pokok selbagai lmana di latur dalam Pasal 10 

KUHP. Dalam pelrkelmbangan pelmi ldanaan di l i lndonelsi la, pi ldana delnda selbagai l 

altelrnati lf pelmi ldanaan tellah di lakomodi lr olelh nelgara selbagai l poli lti lk kri lmi lnal. Hal 

i lni l tellah telrcelrmi ln dari l banyaknya pelraturan pelrundang- undangan yang juga 

melncantumkan pi ldana delnda sabagai l sanksi l pi ldana, bahkan dalam Rancangan 

KUHP ancaman pi ldana delnda hampi lr telrdapat pada ancaman pi ldana pada selti lap 

pasal yang melngatur telntang ti lndak pi ldana.  

 

 
48 Ahmad Rifai, Op.Cit, hlm.104-105. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pelndelkatan masalah yang di lgunakan dalam pelnelli ltilan i lni l adalah yuri ldi ls normati lf, 

yai ltu pelndelkatan mellalui l studil kelpustakaan (li lbrary relselarch) delngan cara 

melmbaca, melnguti lp dan melnganali lsi ls telori l-telori l hukum dan pelraturan pelrundang-

undangan yang belrhubungan delngan pelrmasalahan dalam pelnelli lti lan.49 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumbelr Data 

Sumbelr data yang di lgunakan dalam pelnelli lti lan i lni l adalah data kelpustakaan, yai ltu 

data yang belrsumbelr dari l belrbagai l buku, li ltelratur, dan pelraturan pelrundang-

undangan telrkai lt delngan pelrmasalahan.50 

 

2. Jelni ls Data 

Jelni ls data yang di lgunakan dalam pelnelli lti lan adalah data selkundelr, yai ltu data 

tambahan yang di lpelrolelh dari l belrbagai l sumbelr hukum yang belrhubungan delngan 

pelrmasalahan yang di ltelli lti l. Data selkundelr dalam pelnelli lti lan i lni l adalah:  

1) Bahan Hukum Pri lmelr, melrupakan bahan hukum yang belrsi lfat melngi lkat, telrdi lril 

dari l: 

 
49 Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.14. 
50 Ibid. hlm. 56. 
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a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 telntang Ki ltab Undang-Undang Hukum Pildana 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kiltab Undang-Undang Hukum 

Acara Pi ldana (KUHAP)  

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telntang Kelkuasaan Kelhaki lman  

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan 

Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan 

2) Bahan Hukum Selkundelr, melrupakan bahan hukum yang mellelngkapi l hukum 

pri lmelr, telrdi lri l dari l: 

a) Pelraturan Pelmelri lntah Nomor 92 Tahun 2015 telntang Pelrubahan Keldua 

Atas Pelraturan Pelmelri lntah Nomor 27 Tahun 1983 telntang Pellaksanaan 

Ki ltab Undang-Undang Hukum Acara Pi ldana 

b) Putusan Pelngadi llan Nelgelri l Kellas IlA Tanjung Karang Nomor: 35/Pild.B/LH/ 

2022/PN.Tjk 

3) Bahan hukum telrsi lelr, melrupakan bahan hukum dari l belrbagai l relfelrelnsi l selpelrtu 

telori l/ pelndapat para ahli l dalam belrbagai l li ltelratur/buku hukum, dokumelntasi l, 

kamus hukum dan sumbelr dari l i lntelrnelt. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumbelr dalam pelnelli ltilan i lni l adalah selbagai l belri lkut: 

1. Haki lm pada Pelngadi llan Nelgelri l Kellas IlA Tanjung Karang   : 1 orang 

2. Jaksa pada Keljaksaan Nelgelri l Bandar Lampung   : 1 orang 

3. Doseln Hukum Pi ldana Fakultas Hukum Uni lvelrsi ltas Lampung  : 1 orang + 

Jumlah         : 3 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Proseldur Pelngumpulan Data  

Pelngumpulan data dillakukan delngan proseldur studi l kelpustakaan yai ltu mellakukan 

selrangkai lan kelgi latan selpelrti l melmbaca, melnellaah dan melnguti lp dari l buku-buku 

li ltelratur selrta mellakukan pelngkaji lan telrhadap keltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan telrkai lt delngan pelrmasalahan.  

 

2. Proseldur Pelngolahan Data  

Pelngolahan data di llakukan delngan tahapan selbagai l belri lkut: 

a. Sellelksi l data, adalah kelgi latan pelmelri lksaan untuk melngeltahui l kellelngkapan data 

sellanjutnya data di lpi lli lh selsuai l delngan pelrmasalahan yang di ltelli lti l.  

b. Klasi lfi lkasi l data, adalah kelgi latan pelnelmpatan data melnurut kellompok-

kellompok yang tellah di lteltapkan dalam rangka melmpelrolelh data yang belnar-

belnar di lpelrlukan dan akurat untuk di lanali lsi ls lelbi lh lanjut.  

a. Silstelmati lsasi l data, adalah kelgi latan melnyusun data yang sali lng belrhubungan 

dan melrupakan satu kelsatuan yang bulat dan telrpadu pada subpokok bahasan 

selhi lngga melmpelrmudah i lntelrpreltasi l data.  

 

E. Analisis Data 

Anali lsi ls data yang di llakukan adalah anali lsi ls kuali ltati lf yai ltu melngurai lkan data 

dalam belntuk kali lmat yang telrsusun selcara si lstelmati ls, jellas dan telrpelri lnci l yang 

kelmudi lan di li lntelrpreltasi lkan untuk melmpelrolelh suatu kelsi lmpulan. Pelnari lkan 

kelsi lmpulan di llakukan delngan meltodel i lndukti lf, yai ltu melngurai lkan hal-hal yang 

belrsi lfat khusus lalu melnari lk kelsi lmpulan yang belrsi lfat umum selsuai l delngan 

pelrmasalahan yang di lbahas dalam pelnelli lti lan. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Belrdasarkan hasi ll pelnelli lti lan dan pelmbahasan maka dapat di lsi lmpulkan selbagai l 

belri lkut: 

1. Dasar pelrti lmbangan haki lm dalam melnjatuhkan pi ldana telrhadap korporasil 

pellaku ti lndak pi ldana melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan tumbuhan lilar yang 

ti ldak di llilndungi l undang-undang di l dalam nelgelri l dalam Putusan Nomor: 

35/Pild.B/LH/2022/PN.Tjk telrdi lri l dari l pelrti lmbangan yuri ldi ls, fi llosofi ls dan 

sosi lologils. Pelrti lmbangan yuri ldils yai ltu pelrbuatan telrdakwa telrbukti l 

mellanggar Pasal 96 Ayat (2) huruf c jo. Pasal 24 huruf c Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2013 telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Pelrusakan 

Hutan. Pelrti lmbangan fi llosofi ls yai ltu pi ldana delnda telrhadap korporasi l di lni llai l 

lelbi lh elfelkti lf dan belrmanfaat dalam melmbelri lkan pelnelri lmaan bagi l nelgara 

karelna atas pelmbayaran delnda dari l telrdakwa. Pelrti lmbangan sosi lologi ls yai ltu 

haki lm melmpelrti lmbangkan keladaan-keladaan yang melmbelratkan dan 

melri lngankan telrdakwa. Belrdasarkan belbelrapa pelrti lmbangan telrselbut 

majelli ls haki lm melnjatuhkan pi ldana delnda telrhadap telrdakwa korporasi l 

selbelsar Rp5.000.000.000,00 (li lma mi llilar rupi lah). 

 

2. Putusan yang diljatuhkan haki lm telrhadap korporasi l pellaku tilndak pi ldana 

melngali lhkan i lzi ln pelngambi llan tumbuhan li lar yang ti ldak di lli lndungi l undang-
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undang di l dalam nelgelri l tellah selsuai l delngan telori l rellati lf dalam tujuan 

pelmi ldanaan, karelna pada dasarnya pi ldana ti ldak hanya selbagai l pelmbalasan 

dan melmbelri lkan elfelk jelra kelpada pellaku atas ti lndak pi ldana yang 

di llakukannya mellalui l pelnjatuhan pi ldana pelnjara, teltapi l belrtujuan selbagai l 

pelmbi lnaan dan pelrbai lkan telrhadap pellaku agar ti ldak melngulangi l ti lndak 

pi ldana di l masa yang akan datang. 

 

B. Saran 

Saran dalam pelnelli lti lan i lni l adalah selbagai l belri lkut: 

1. Haki lm dalam melnangani l pelrkara korporasi l yang melngali lhkan i lzi ln 

pelngambi llan tumbuhan li lar yang ti ldak di llilndungi l undang-undang di l dalam 

nelgelri l helndaknya dapat melnjatuhkan pi ldana yang maksi lmal telrhadap 

korporasi l. Hal i lni l melngi lngat ti lndak pi ldana yang di llakukan belrpotelnsil 

melrusak sumbelr daya hutan yang ada di l Ilndonelsi la dan melngaki lbatkan 

kelrugi lan telrhadap nelgara. 

2. Tujuan pelmi ldanaan dapat di loptilmalkan olelh haki lm delngan melnjatuhkan 

pi ldana delnda yang lelbi lh maksi lmal telrhadap telrhadap korporasi l selbagail 

pellaku ti lndak pi ldana, melngi lngat ti lndak pi ldana pelngambi llan tumbuhan li lar 

yang ti ldak di lli lndungil undang-undang melrupakan ti lndak pi ldana yang 

melrugi lkan nelgara dan belrpotelnsi l melrusak li lngkungan hi ldup 
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